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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui 
penerapan Electronic Justice System (e-Justice) di Indonesia, 
serta efektivitas teknologi informasi dalam mendukung sistem 
peradilan modern. Metode penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan normatif dengan menelaah berbagai peraturan 
perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 
Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Justice telah 
meningkatkan efisiensi proses peradilan melalui digitalisasi 
administrasi perkara, mempercepat prosedur hukum, dan 
mengurangi biaya yang sebelumnya membebani masyarakat. 
Sistem ini juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan 
peradilan, khususnya bagi mereka yang berada di daerah 
terpencil. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan 
seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, literasi digital 
masyarakat yang rendah, serta potensi ancaman terhadap 
keamanan data dan privasi. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah bahwa e-Justice merupakan langkah progresif dalam 
reformasi peradilan Indonesia untuk mewujudkan asas 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meski demikian, diperlukan 
upaya lebih lanjut dalam pemerataan infrastruktur, pelatihan 
literasi digital, dan peningkatan sistem keamanan siber untuk 
mendukung penerapan yang lebih efektif dan inklusif. Dengan 
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langkah-langkah tersebut, e-Justice dapat menjadi alat strategis 
untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan dan keadilan 
substantif bagi seluruh lapisan masyarakat. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of the principle of simple, fast, and low-cost justice 
through the implementation of the Electronic Justice System (e-Justice) in Indonesia, as well as the 
effectiveness of information technology in supporting a modern justice system. The research 
method used is a normative approach by examining various laws and regulations, such as Law 
Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Law Number 27 of 2022 concerning Personal 
Data Protection. The results of the study show that e-Justice has increased the efficiency of the 
judicial process through the digitization of case administration, accelerating legal procedures, and 
reducing costs that previously burdened the community. This system also expands public access 
to judicial services, especially for those in remote areas. However, its implementation still faces 
challenges such as limited technological infrastructure, low digital literacy among the community, 
and potential threats to data security and privacy. The conclusion of this study is that e-Justice is 
a progressive step in Indonesian judicial reform to realize the principle of simple, fast, and low-
cost justice. However, further efforts are needed in equalizing infrastructure, digital literacy 
training, and improving cybersecurity systems to support more effective and inclusive 
implementation. With these steps, e-Justice can become a strategic tool to improve the quality of 
judicial services and substantive justice for all levels of society. 
 
1. Pendahuluan 

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam 
sistem peradilan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini bertujuan memberikan akses 
yang lebih baik kepada masyarakat dalam memperoleh keadilan, sehingga mereka dapat 
menyelesaikan perkara tanpa menghadapi prosedur yang berbelit dan biaya tinggi.1 Dengan 
menerapkan asas ini, diharapkan proses peradilan dapat mengurangi beban pencari keadilan 
serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun demikian, 
implementasi asas ini sering kali menghadapi kendala di lapangan. Salah satu tantangan utama 
adalah lamanya proses peradilan, yang tidak jarang melampaui ekspektasi masyarakat. Proses 
yang berlarut-larut ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya 
manusia yang kompeten, birokrasi yang kompleks, dan kurangnya infrastruktur pendukung.2 
Sebagai akibatnya, banyak masyarakat yang harus menunggu waktu lama, bahkan bertahun-
tahun, untuk memperoleh keputusan hukum, yang jelas bertentangan dengan prinsip kecepatan.3 

Untuk mengatasi tantangan dalam sistem peradilan tradisional, penerapan Electronic 
Justice System (e-Justice) menjadi langkah inovatif yang relevan di era globalisasi dan kemajuan 

 
1 Sutahar, 2024 
2 Sasanti & Indah, 2022 
3 Gurning, 2023. 
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teknologi. Sistem ini memungkinkan digitalisasi berbagai proses peradilan, seperti pengajuan 
perkara secara daring, sidang virtual, pemberkasan elektronik, dan akses informasi hukum 
melalui platform digital.4 Digitalisasi ini diharapkan dapat mempercepat proses peradilan, 
menekan biaya operasional, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga 
mendukung implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu 
keuntungan utama e-Justice adalah efisiensi waktu yang dihasilkannya. Dengan pengajuan 
perkara secara daring, masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan secara fisik, yang biasanya 
memakan waktu dan tenaga.5 Sidang virtual juga memungkinkan pihak-pihak yang terlibat hadir 
dari lokasi berbeda, mengurangi kebutuhan perjalanan dan menghemat waktu.6 

Selain efisiensi waktu, e-Justice juga memiliki potensi untuk menekan biaya operasional, 
termasuk pengelolaan dokumen fisik, transportasi, dan penyimpanan, yang sebelumnya 
membutuhkan biaya besar. Penurunan biaya ini secara langsung membantu masyarakat, 
terutama kelompok ekonomi bawah, untuk mengakses keadilan tanpa beban finansial yang berat. 
Dengan demikian, penerapan e-Justice tidak hanya mendukung efisiensi proses peradilan tetapi 
juga memperluas akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip 
keadilan yang inklusif, di mana setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa 
diskriminasi.7 

Implementasi sistem peradilan berbasis elektronik atau e-Justice membawa berbagai 
peluang untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam sistem peradilan, namun juga 
menghadirkan tantangan normatif dan teknis yang tidak bisa diabaikan. Secara normatif, regulasi 
terkait penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan harus selaras dengan prinsip 
hukum yang berlaku, seperti jaminan atas proses hukum yang adil (due process of law), 
perlindungan hak asasi manusia, dan integritas sistem peradilan.8 Hal ini penting untuk 
memastikan bahwa penerapan sidang daring tetap menghormati hak-hak para pihak tanpa 
mengorbankan keadilan substantif. Salah satu kekhawatiran dalam sidang virtual adalah potensi 
berkurangnya kualitas interaksi langsung antara hakim, pihak-pihak berperkara, dan saksi. 
Interaksi langsung ini memegang peran penting karena nuansa komunikasi non-verbal dan tatap 
muka sering memengaruhi penilaian hakim terhadap kredibilitas saksi dan argumen yang 
disampaikan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sidang virtual mampu mengatasi 
hambatan geografis, ia juga membawa tantangan baru terkait legitimasi dan keadilan prosedural. 
Ketidakmampuan menjaga kualitas interaksi ini dapat menurunkan keadilan substantif dan 
memengaruhi persepsi masyarakat terhadap legitimasi sistem peradilan.9 

Dari perspektif teknis, keberhasilan implementasi e-Justice sangat tergantung pada 
kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat, serta kompetensi sumber daya 
manusia di lingkungan peradilan. Infrastruktur teknologi yang memadai diperlukan untuk 
mendukung proses seperti pengajuan perkara daring, sidang virtual, dan penyimpanan data 
elektronik (Munisa, 2024). Tanpa dukungan teknologi yang memadai, sistem ini berisiko 
mengalami keterlambatan dan penurunan efisiensi, yang pada akhirnya dapat melemahkan 

 
4 Mirza, 2023 
5 Taqiuddin, 2024 
6 Pamungkas, 2023 
7 Rangkuti, 2024 
8 Mentovich et al., 2023 
9 Öngöz, 2023 
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kepercayaan publik terhadap sistem hukum.10 Salah satu tantangan besar di Indonesia adalah 
kesenjangan akses teknologi, terutama di daerah terpencil. Masalah ini mencakup akses fisik 
terhadap perangkat teknologi, serta koneksi internet yang stabil dan cepat. Ketidakmerataan 
akses ini berpotensi memperlebar kesenjangan dalam akses keadilan, terutama bagi masyarakat 
yang tinggal di daerah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk 
program peningkatan infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah yang belum terlayani. Program-
program ini dapat mencakup pembangunan jaringan internet di daerah terpencil, penyediaan 
perangkat teknologi yang terjangkau, serta pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparat 
peradilan.11 Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan e-Justice dapat menjadi lebih inklusif, 
sehingga mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa 
mengorbankan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Sistem e-Justice yang efektif memerlukan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi 
data dan menjaga integritas sistem peradilan. Protokol ini meliputi enkripsi data, autentikasi 
multi-faktor, serta audit berkala untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran keamanan.12 
Dalam pengembangannya, pelibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pengacara, hakim, 
dan teknisi IT, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek keamanan telah 
dipertimbangkan secara komprehensif. Tanpa kebijakan yang jelas dan implementasi yang 
konsisten, risiko kebocoran data dapat membahayakan integritas sistem serta mengurangi 
kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.13 

Aspek perlindungan privasi individu juga menjadi perhatian utama dalam penerapan e-
Justice. Sistem ini sering menyimpan data pribadi yang sangat sensitif, seperti riwayat kriminal, 
informasi keuangan, dan data kesehatan.14 Oleh karena itu, prinsip perlindungan data harus 
diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti GDPR di Eropa atau undang-
undang perlindungan data lainnya.15 Kebijakan ini harus mencakup hak individu untuk 
mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadi mereka, serta memberikan transparansi 
tentang bagaimana data tersebut digunakan dan dilindungi. 

Kajian normatif terhadap implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan 
dalam sistem e-Justice sangat penting untuk menjawab tantangan yang ada. Kajian ini bertujuan 
mengevaluasi sejauh mana teknologi informasi dapat mendukung efisiensi tanpa mengorbankan 
substansi keadilan. Selain itu, penguatan regulasi yang mengatur e-Justice diperlukan untuk 
memastikan sistem ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital serta 
meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. 

Dalam perspektif transformasi hukum, implementasi e-Justice bukan sekadar upaya 
modernisasi, melainkan bagian dari langkah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif 
dan responsif. Penting untuk terus mengembangkan inovasi teknologi yang sejalan dengan prinsip 
keadilan dan mendukung tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam 
praktik nyata. Upaya ini membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga 

 
10 Kailani et al., 2021 
11 Tennant et al., 2015 
12 Okoro, 2022 
13 Zhang, 2021 
14 Hidayah & Wicaksono, 2020 
15 Becker, 2022 
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peradilan, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, 
efektif, dan relevan dengan perkembangan zaman. 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis implementasi asas peradilan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan melalui Electronic Justice System (e-Justice). Data primer diperoleh dari 
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan resmi, sedangkan data 
sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian terkait. Teknik pengumpulan 
data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis literatur, yang kemudian dianalisis secara 
kualitatif untuk mengidentifikasi isu hukum, menafsirkan regulasi, dan mengevaluasi efektivitas 
e-Justice berdasarkan indikator efisiensi proses, pengurangan biaya, dan peningkatan 
aksesibilitas. Penelitian ini difokuskan pada implementasi sistem e-Justice di Indonesia, 
khususnya di institusi peradilan seperti Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri, dengan tujuan 
memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan agar lebih sesuai 
dengan prinsip keadilan dan perkembangan teknologi informasi. 

The data obtained, both primary data and secondary data, were analyzed descriptively 
qualitatively.16 Metode  yang  digunakan metode  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  hukum  
dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.17 
Hasil dan Pembahasan 

Penerapan sistem Electronic Justice System (e-Justice) sebagai bagian dari implementasi 
asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah memberikan dampak yang signifikan 
pada sistem peradilan di Indonesia. Sistem e-Justice memanfaatkan teknologi informasi untuk 
menyederhanakan prosedur hukum, mempercepat proses peradilan, dan mengurangi biaya yang 
sebelumnya tinggi. Namun, meskipun sistem ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan 
kualitas dan efisiensi layanan peradilan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan 
yang menghambat efektivitasnya secara maksimal. 
1. Efisiensi Proses Peradilan 

Salah satu aspek yang paling terasa dari penerapan sistem e-Justice adalah peningkatan 
efisiensi dalam proses administrasi perkara. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk 
mengajukan perkara secara daring, mendaftarkan dokumen hukum, dan mengikuti jalannya 
persidangan tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa: 
"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." 

Implementasi sistem e-Justice di Indonesia bertujuan untuk memenuhi prinsip keadilan 
yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini dilakukan dengan mengurangi birokrasi serta 
prosedur administratif yang panjang, sehingga masyarakat dapat mengakses keadilan dengan 
lebih mudah.18 Melalui digitalisasi proses peradilan, masyarakat diharapkan dapat mengajukan 
perkara dan mengikuti proses hukum tanpa hambatan prosedur yang rumit. Selain itu, sistem ini 

 
16 Hidayat Rumatiga et al. The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 
2014, Jurnal Hukum De’Rechtsstaa, 2024. 
17 Ade Rahmat, Endeh Suhartiniani Yumarn, Peranan Satuan Intelkam Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan 
Narkotika Di Kota Bogor Berdasarkansurat Keputusan Kapolri Skep/37/I/2005(Studi Di Polres Bogor Kota), Jurnal 
Hukum De’rechhtsstaat  Issn 2442-5303 Volume 1 Nomor 2  Sept2015 
18 Junaidi, 2023 
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juga meningkatkan transparansi karena dokumen perkara dapat diakses secara digital oleh pihak 
berwenang dan, jika diperlukan, oleh masyarakat.19 

Namun, penerapan sistem ini belum merata, terutama terkait pelaksanaan sidang 
elektronik (e-Sidang), yang masih terbatas di beberapa pengadilan tertentu. Kendala utama 
terletak pada infrastruktur teknologi di daerah-daerah yang belum memadai, seperti koneksi 
internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang kurang optimal.20 Hal ini menghambat 
tercapainya keadilan yang cepat dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.21 Kesenjangan akses 
teknologi ini juga memperlebar jurang ketidakadilan, terutama bagi masyarakat di daerah 
terpencil yang sulit menggunakan sistem e-Justice . Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur 
teknologi, termasuk koneksi internet yang stabil, sangat penting untuk memastikan akses yang 
setara di seluruh wilayah. 

Selain infrastruktur, pelatihan bagi aparatur peradilan menjadi faktor penting dalam 
keberhasilan sistem ini. Hakim, pengacara, dan staf pengadilan perlu mendapatkan pelatihan 
untuk memahami penggunaan teknologi informasi, termasuk aspek keamanan data dan privasi. 
Tanpa pelatihan yang memadai, risiko kesalahan dalam pengelolaan perkara dapat meningkat, 
yang berpotensi merugikan pihak-pihak terkait.22 Oleh karena itu, program pelatihan yang 
komprehensif harus dikembangkan agar seluruh pihak dapat menggunakan teknologi secara 
efektif dan kompeten.23 

Meskipun tantangan ini ada, penerapan e-Justice menawarkan peluang besar untuk 
meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan. Dengan memanfaatkan teknologi 
informasi, proses hukum dapat dipercepat, biaya diturunkan, dan informasi hukum dapat diakses 
lebih mudah oleh masyarakat.24 Namun, keberhasilan implementasi ini bergantung pada kesiapan 
infrastruktur, literasi digital masyarakat, dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat.25 
Dengan perhatian serius terhadap tantangan ini, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat 
bertransformasi menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif, sehingga memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan keadilan yang adil dan merata. 
2. Pengurangan Biaya Peradilan 

Salah satu manfaat utama dari penerapan sistem e-Justice adalah pengurangan biaya 
peradilan, baik bagi pengadilan maupun bagi masyarakat yang terlibat dalam perkara. Dalam 
konteks ini, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa: 
"Negara memberikan bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu untuk menjamin 
akses terhadap keadilan." 

Implementasi sistem e-Justice di Indonesia menawarkan berbagai keuntungan, terutama 
dalam hal penghematan biaya transportasi dan akomodasi bagi masyarakat. Dengan digitalisasi 
proses peradilan, masyarakat tidak perlu hadir secara fisik di pengadilan, sehingga mereka dapat 
mengakses layanan hukum dari lokasi masing-masing. Hal ini secara signifikan mengurangi biaya 

 
19 Subawa, 2021 
20 Harisanty & Anugrah, 2021 
21 Saputra et al., 2023 
22 Kurniawan et al., 2022 
23 Izzuddin & Adinugraha, 2022 
24 Asyfia et al., 2023 
25 Kusuma, 2023 
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perjalanan dan akomodasi yang sebelumnya menjadi beban dalam sistem peradilan tradisional.26 
Selain itu, pengadilan juga dapat mengurangi biaya administrasi, terutama yang berkaitan dengan 
pencetakan dan pengolahan dokumen fisik, yang sering kali menjadi kendala tambahan dalam 
sistem peradilan konvensional. 

Namun, di balik pengurangan biaya logistik dan administrasi ini, terdapat tantangan 
berupa biaya yang terkait dengan perangkat teknologi serta operasional platform e-Justice. Bagi 
sebagian masyarakat, terutama yang tidak memiliki perangkat yang memadai atau keterampilan 
teknologi yang cukup, biaya ini menjadi hambatan untuk memanfaatkan sistem e-Justice secara 
efektif.27 Kesenjangan digital yang terjadi menciptakan tantangan besar dalam memastikan 
bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem peradilan yang lebih 
efisien ini. 

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kebijakan yang mendukung agar manfaat e-
Justice dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah 
memberikan subsidi perangkat teknologi kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga 
mereka dapat memiliki akses yang lebih baik ke sistem peradilan digital (Eleje et al., 2022). Selain 
itu, pelatihan literasi digital juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan keterampilan 
masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk 
berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum. 

Kombinasi kebijakan subsidi perangkat dan pelatihan literasi digital tidak hanya 
membantu mengurangi kesenjangan digital, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat 
terhadap sistem peradilan. Dengan akses yang lebih mudah dan kemampuan yang memadai, 
masyarakat akan lebih siap memanfaatkan sistem e-Justice untuk memenuhi kebutuhan hukum 
mereka.28 Langkah ini juga berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan yang lebih inklusif dan 
adil, di mana semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka, memiliki 
kesempatan yang sama untuk mengakses keadilan.29 

Secara keseluruhan, meskipun sistem e-Justice membawa potensi besar dalam 
meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan, tantangan terkait biaya perangkat 
teknologi dan keterampilan pengguna harus ditangani secara serius. Kebijakan pendukung seperti 
subsidi perangkat dan pelatihan literasi digital menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua 
lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari transformasi ini. Dengan upaya ini, diharapkan 
sistem peradilan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih efisien, transparan, dan 
inklusif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan. 
3. Aksesibilitas dan Keadilan Substantif 

Sistem e-Justice tidak hanya memberikan keuntungan dari segi efisiensi dan biaya, tetapi 
juga meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan peradilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D ayat 
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: 
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." 

 
26 Lesmana, 2023 
27 Gosul & Gandhewar, 2022 
28 Lu et al., 2021 
29 Kumar et al., 2018 
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Implementasi sistem e-Justice di Indonesia menghadirkan peluang besar untuk 
meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah 
terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat 
mengakses proses peradilan tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke pengadilan, yang sering 
kali menjadi beban finansial maupun fisik. Sistem ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam 
proses hukum tanpa terhambat oleh jarak dan waktu, sehingga mendukung prinsip keadilan yang 
lebih inklusif dan merata.30 

Meskipun demikian, tantangan besar muncul terkait dengan kemampuan masyarakat 
dalam mengakses teknologi. Sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses ke internet atau 
perangkat elektronik yang memadai justru berisiko menghadapi ketimpangan baru dalam akses 
terhadap keadilan.31 Kesenjangan ini dapat memperburuk kondisi bagi kelompok-kelompok yang 
sebelumnya sudah terpinggirkan, sehingga sistem e-Justice berpotensi gagal mencapai tujuannya 
untuk menyediakan keadilan merata bagi semua lapisan masyarakat.32 Masalah literasi digital 
juga menjadi hambatan signifikan, terutama bagi masyarakat yang kurang familiar dengan 
penggunaan teknologi. Tanpa pemahaman yang memadai tentang cara menggunakan perangkat 
dan platform digital, masyarakat cenderung kesulitan memanfaatkan sistem e-Justice secara 
optimal.33 

Untuk memastikan keadilan substantif dapat terwujud, diperlukan langkah-langkah 
strategis seperti pelatihan literasi digital dan penyediaan fasilitas yang memadai agar semua 
lapisan masyarakat dapat menggunakan sistem e-Justice secara efektif.34 Program pelatihan ini 
harus mencakup keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat teknologi dan platform 
digital, serta edukasi tentang hak-hak hukum dan cara mengakses layanan peradilan yang 
tersedia. Selain itu, kebijakan yang mendukung, seperti subsidi perangkat teknologi, juga sangat 
penting untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan akses yang lebih baik.35 

Dengan langkah-langkah ini, masyarakat akan lebih mampu memanfaatkan sistem e-
Justice untuk memenuhi kebutuhan hukum mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat 
sistem peradilan Indonesia menjadi lebih inklusif dan adil. Semua individu, terlepas dari latar 
belakang ekonomi mereka, diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses 
keadilan.36 Secara keseluruhan, meskipun e-Justice menawarkan potensi besar dalam 
meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan, tantangan terkait akses teknologi dan 
literasi digital harus menjadi perhatian serius. Dengan kebijakan seperti subsidi perangkat dan 
pelatihan literasi digital, sistem e-Justice diharapkan dapat berkembang menjadi solusi yang 
efisien, transparan, dan inklusif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan. 
4. Keamanan Data dan Privasi 

Salah satu isu yang sangat penting dalam penerapan sistem e-Justice adalah keamanan 
data dan privasi. Data pribadi yang terkait dengan perkara, seperti identitas para pihak, dokumen 
hukum, dan bukti-bukti yang diajukan, harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini sesuai dengan amanat 

 
30 Matongo & Jacobs, 2022 
31 Nankoo et al., 2023 
32 Halim, 2023 
33 Mernawati, 2023 
34 Muwardi et al., 2023 
35 Nashriana, 2023 
36 Rudes et al., 2012 
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Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 
PDP), yang menyatakan: 
"Pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi yang diproses dari ancaman pelanggaran 
perlindungan data pribadi." 

Implementasi sistem e-Justice di Indonesia membutuhkan komitmen pengadilan untuk 
mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Salah satu prioritas utama adalah 
pengamanan sistem informasi yang memadai untuk mencegah data yang diproses dalam platform 
peradilan jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Digitalisasi proses peradilan membawa 
tantangan baru dalam hal keamanan data, terutama perlindungan informasi sensitif terkait 
perkara dan pihak-pihak yang terlibat dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan. Untuk itu, 
pengembangan kebijakan keamanan siber yang kuat dan teknologi yang canggih sangat penting 
guna memastikan perlindungan data yang optimal.37 

Namun, meskipun banyak pengadilan telah mulai mengadopsi sistem e-Justice, tantangan 
keamanan siber masih menjadi kendala utama. Sistem keamanan yang belum sepenuhnya 
terjamin meningkatkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi, yang dapat merugikan 
pihak-pihak dalam proses hukum (Hamamah, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan 
komprehensif yang mencakup penguatan infrastruktur teknologi, penerapan protokol keamanan 
yang ketat, serta pelatihan bagi semua pihak yang terlibat untuk menjaga perlindungan data dan 
privasi. Pelatihan ini perlu mencakup pemahaman mendalam tentang risiko digital serta langkah-
langkah praktis untuk melindungi data sensitif, sehingga hakim, pengacara, dan staf pengadilan 
dapat beroperasi dengan aman dalam lingkungan digital (Vera et al., 2019). 

Penting juga untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengembangkan 
kebijakan perlindungan data. Kerja sama antara pemerintah, lembaga peradilan, dan penyedia 
teknologi dapat membantu menciptakan standar keamanan yang seragam dan dapat diterapkan 
di seluruh sistem peradilan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat mengatasi tantangan 
keamanan data secara efektif, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi saat 
menggunakan layanan peradilan elektronik.38 

Secara keseluruhan, meskipun sistem e-Justice memiliki potensi besar untuk 
meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan, tantangan terkait keamanan data dan privasi 
harus diatasi dengan serius. Kebijakan pendukung, seperti penguatan infrastruktur, penerapan 
protokol keamanan yang ketat, serta pelatihan yang memadai, menjadi kunci keberhasilan sistem 
ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat 
bertransformasi menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif, serta mampu memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan keadilan yang aman dan terpercaya. 

Penerapan sistem e-Justice di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang 
sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 dan peraturan terkait lainnya. Melalui sistem digital, masyarakat di daerah terpencil atau 
yang memiliki keterbatasan fisik dapat mengakses proses peradilan tanpa perlu melakukan 
perjalanan jauh ke pengadilan. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih mudah berpartisipasi 
dalam proses hukum tanpa terkendala jarak dan waktu.39 Namun, meskipun e-Justice 

 
37 Arnull et al., 2021 
38 Aliyu, 2024 
39 Broto et al., 2023 
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meningkatkan aksesibilitas, tantangan muncul terkait dengan ketidakmampuan sebagian 
masyarakat dalam mengakses teknologi. Bagi kelompok yang tidak memiliki akses internet atau 
perangkat elektronik yang memadai, sistem ini justru dapat memperburuk ketimpangan dalam 
akses keadilan.40 

Masalah literasi digital juga menjadi hambatan utama, terutama bagi masyarakat yang 
belum terbiasa menggunakan teknologi. Untuk memastikan keadilan substantif tercapai, 
diperlukan pelatihan dan fasilitas yang memadai agar seluruh lapisan masyarakat dapat 
memanfaatkan sistem e-Justice secara efektif.41 Dalam konteks ini, pemerintah perlu 
mempercepat pengadaan jaringan internet yang merata sehingga seluruh masyarakat dapat 
mengakses layanan ini tanpa diskriminasi. Kebijakan subsidi perangkat elektronik dan 
pembangunan fasilitas umum seperti pusat layanan internet harus diprioritaskan, terutama bagi 
masyarakat kurang mampu.42 Selain itu, sosialisasi dan pelatihan tentang cara menggunakan 
sistem e-Justice perlu dilakukan secara luas untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat 
dapat memanfaatkan layanan ini dengan optimal. 

Sementara itu, sistem sidang virtual juga perlu dievaluasi untuk menjaga kualitas interaksi 
dan pengambilan keputusan hakim. Meskipun sidang virtual memberikan kemudahan, ada 
kekhawatiran bahwa interaksi yang kurang langsung dapat memengaruhi kualitas keputusan 
hukum.43 Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan protokol yang memastikan bahwa 
meskipun proses dilakukan secara daring, kualitas dan integritas proses hukum tetap terjaga. 
Keamanan data menjadi salah satu perhatian utama dalam implementasi e-Justice. Pengadilan 
harus mengadopsi teknologi keamanan terbaru untuk melindungi data pihak-pihak yang terlibat. 
Sistem keamanan yang kuat harus diterapkan untuk mencegah kebocoran data dan pelanggaran 
privasi yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.44 Pembaruan regulasi 
dan protokol keamanan harus dilakukan secara berkala agar sistem e-Justice tetap aman dan 
dapat diandalkan. 

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, implementasi e-Justice dapat menjadi solusi 
efektif untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan 
prinsip keadilan substantif yang diamanatkan oleh hukum di Indonesia. Kebijakan yang 
mendukung, seperti subsidi perangkat dan pelatihan literasi digital, sangat penting agar semua 
lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari sistem e-Justice.45 Dengan demikian, 
diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih efisien, 
transparan, dan inklusif, memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan. 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi 
sistem Electronic Justice System (e-Justice) dalam rangka penerapan asas peradilan sederhana, 
cepat, dan biaya ringan telah membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan di 
Indonesia. Sistem ini telah meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi perkara, mengurangi 
biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dan pengadilan, serta meningkatkan aksesibilitas bagi 

 
40 Yenadi et al., 2020 
41 Nafi’ah, 2020 
42 Wibowo et al., 2019 
43 Wicaksana, 2023 
44 Widiasri et al., 2017 
45 Arianto, 2023 
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masyarakat untuk mengakses layanan peradilan. Dengan kemudahan akses daring, masyarakat 
tidak perlu lagi terbebani oleh biaya transportasi dan akomodasi, serta dapat mengikuti jalannya 
peradilan dengan lebih praktis.  Namun, meskipun e-Justice memberikan manfaat dalam hal 
efisiensi dan pengurangan biaya, implementasinya masih menghadapi tantangan terkait dengan 
keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah-daerah tertentu, kendala literasi digital di kalangan 
masyarakat, serta masalah perlindungan data dan privasi. Oleh karena itu, untuk memastikan 
sistem ini berjalan efektif dan inklusif, diperlukan kebijakan yang mendukung pemerataan 
infrastruktur, pelatihan literasi digital bagi masyarakat, serta penguatan sistem keamanan data 
yang dapat melindungi privasi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.Secara 
keseluruhan, e-Justice merupakan langkah maju dalam reformasi sistem peradilan di Indonesia, 
yang perlu didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat. 
Dengan pemenuhan syarat-syarat tersebut, sistem ini dapat menjadi alat yang efektif dalam 
mewujudkan peradilan yang lebih cepat, sederhana, biaya ringan, dan dapat diakses oleh seluruh 
lapisan masyarakat tanpa terkendala jarak, waktu, atau biaya. 
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